
 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi yang penulis tulis mengenai 

Analisis Hukum Pidana Islam tentang Hak Restitusi bagi korban Tindak 

Pidana Perdangan Orang (Studi Putusan No. 10/Pid.B/2013/PN.Bwi), maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ketentuan mengenai restitusi tindak pidana perdagangan orang telah 

dirumuskan dalam pasal 48 ayat 2 No. 21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang. Pengertian restitusi menurut 

Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang adalah Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan 

kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 

tetap atas kerugian materil dan/atau immateril yang diderita korban atau 

ahli warisnya. 

2. Dalam Hukum Pidana Islam bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang 

juga terdapat kesamaan atau sama-sama dihukum dengan hukuman 

kumulatif. Hukuman kumulatif dalam Hukum Pidana Islam, yaitu berupa 

Sanksi ta’zi >r yang diperkuat atau diperberat dengan Diyat (denda). 

Menurut Hukum Pidana Islam tindak pidana perdagangan orang sudah 

pernah ada sejak masa Rasulullah Saw atau yang biasa disebut dengan 

perbudakan.  
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B. Saran 

Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penulis sampaikan 

dalam bab akhir skripsi ini semoga bermanfaat sebagai masukan diantaranya : 

1. Semoga dengan adanya kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk 

saling menghormati dan menghargai terhadap sesama manusia. Sehingga 

kita sebagai masyarakat yang bermoral tidak akan pernah berbuat hal-hal 

yang merugikan orang lain dan membuat kerusakan di lingkungan 

masyarakat. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang tindak 

pidana perdagangan orang, Pasal 2 ayat 1 sebagai salah satu bentuk hukum 

yang dihasilkan oleh pakar yang mestinya tidak hanya dipahami sebatas 

wacana hukum akan tetapi perlu dijadikan ketegasan dalam menegakkan 

hukum dalam penjatuhan hukuman dari kejahatan-kejahatan yang ada. 

3. Dan untuk semua hakim di Indonesia untuk menciptakan keadilan bagi 

seluruh warga negara Indonesia. Maksudnya, untuk memutuskan suatu 

perkara khususnya tindak pidana perdagangan manusia hendaknya diputus 

seadil-adilnya demi kepentingan korban dan pelaku kejahatan. 

  




